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ABSTRAK

STUDI KRITIS ATAS KETENTUAN RANGKAP JABATAN
DEWAN KOMISARIS DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA
BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2003 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH oleh Safitri Ekasari
NIM 2011150114

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Studi Kritis
Atas Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan
Usaha Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2003, (2) Kajian figh siyasah terhadap Studi Kritis Atas
Ketentuan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris Dalam Badan Usaha
Milik Negara Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2003. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif suatu kegiatan
ilmiah yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu
yang bertujuan untuk memahami beberapa gejala hukum tertentu.
Berdasarkan hasil pembahasan bahwa Dengan mencermati berbagai
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan
rangkap jabatan (interlocking directorate), tampak bahwa pengaturan
tersebut masih belum memiliki kekuatan normatif yang tegas dan
implementatif. Oleh karena itu, selain dibutuhkan penegakan hukum
yang lebih tegas terhadap larangan rangkap jabatan, hal ini juga harus
dikaitkan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance), yang menekankan transparansi, akuntabilitas,
profesionalitas, serta kepastian hukum dalam setiap penyelenggaraan
kekuasaan negara. Dalam perspektif figh siyasah, kekuasaan
seharusnya dijalankan secara amanah dan bertujuan untuk mewujudkan
kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), bukan untuk kepentingan
pribadi. Oleh karena itu, dewan komisaris sebagai salah satu unsur
pimpinan tertinggi dalam struktur perusahaan semestinya menjadi
teladan dalam menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, serta
terbebas dari segala bentuk maladministrasi atau pelanggaran etika
lainnya yang dapat mencederai prinsip good corporate governance.
Dengan demikian, larangan terhadap rangkap jabatan bukan semata-
mata aspek formalitas hukum, tetapi juga merupakan manifestasi dari
nilai-nilai moral dan etika kepemimpinan dalam Islam.

Kata kunci: Rangkap Jabatan, Dewan Komisaris Perseroan Terbatas
dan Figh Siyasah



ABSTRACT

A CRITICAL STUDY OF THE PROVISIONS ON CONCENTRAL
POSITIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS IN STATE-
OWNED ENTERPRISES BASED ON ARTICLE 33 OF LAW
NUMBER 19 OF 2003 FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH
SIYASAH by Sapitri Ekasari NIM 2011150114

There are two issues examined in this thesis, namely: (1) A Critical
Study of the Provisions on Concurrent Positions of the Board of
Commissioners in State-Owned Enterprises Based on Article 33 of Law
Number 19 of 2003, (2) A study of figh siyasa on the Critical Study of
the Provisions on Concurrent Positions of the Board of Commissioners
in State-Owned Enterprises Based on Article 33 of Law Number 19 of
2003. This type of research is a qualitative research, a scientific activity
based on certain methods, systematics, and thinking aimed at
understanding certain legal phenomena. Based on the results of the
discussion, by examining various laws and regulations governing the
prohibition of holding multiple positions (interlocking directorates), it
appears that these regulations still do not have firm and implementable
normative force. Therefore, in addition to the need for stricter law
enforcement regarding the prohibition of holding multiple positions,
this must also be linked to efforts to realize good governance, which
emphasizes transparency, accountability, professionalism, and legal
certainty in every implementation of state power. From the perspective
of figh siyasah, power should be exercised in a trustworthy manner and
aimed at realizing the public interest (maslahah ‘@mmah).not for
personal gain. Therefore, the board of commissioners, as one of the
highest leadership elements within a company's structure, should be a
role model in upholding integrity, professionalism, and freedom from
any form of maladministration or other ethical violations that could
undermine the principles of good corporate governance. Therefore, the
prohibition on holding multiple positions is not merely a legal
formality, but also a manifestation of the moral and ethical values of
leadership in Islam.

Keywords: Multiple Positions, Board of Commissioners of Limited
Liability Companies, and Figh Siyasah



